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_ "Bai:am ggmktek kematan mempemgeh iaﬁah - 7
«%’ang diperlukan untul melaksanakan' proyek
- pmyek pemhaﬁg,ﬁnan, memmhu!kan ‘kesan
s-eakan akan hak dan kepentingan rakyai pemi-
dikiianah yang bersangkutan kurang'mendapat
%erimdungan hukumkita. Disamping ita juga
ummﬂ kesuhmﬂ dalam nseha memperoleh dan
mengaasaa ﬁamh wang diperiukan, Barena itu
perin suatu peﬁgatuman danpengawasan dalam -
mlaksanaannya melalal peraturan-peraturan
Yamptelah ada, seperti dalam acara pembe%a&an
.iazm%a ‘dan:gcara pencabu%an hak :

-”i“_aﬁ'aéa :_'ﬁan' pembaﬁgunan' e

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan, alam yang ter- .
kand ng didaiamnya, dalam Wilayah Republik. Indonesza sebagal Karuma
Tuhan 'yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, penguasaannya dltugaskan
kepada Negara untuk dzpergunakan bagt tercapainya sebesar—besar kemakmur-
an rakyat, dalam tata susunan dan tata kehidupan masyara}\at yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasxla Demlkxaniah dinyatakan dalam pasal 33ayat
3 Undang—undang }L%asar 1945 dan pasai 1 serta pasal s Undang undang nomor
5 tahun 1960 (UUPA) Ny

Kemakmuran vang adil dan merata tersebut hauya dapat dxcapau melalm
pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan baik vang {isik maupun yang
non-fisik, langsung ataupun tidak langseng, selalu memeriukan tanah untuk
diolah ataupun‘sebagai wadah keglatan vang dilakukan. Kebutuhan akan ta-
nah unfuk proyek-proyek pembangunan, baik proyek-proyek pemeriniah mau-

-pun swasta terus meningkat. Sebaliknya tanah vang.dapat disediakan makin
terbatas. Dan justru tanah -tanah vang demikian itw wmumnya sudah ada pe-
runtukkannya, vang tidak selalu dapat.dikonversiuntok digunakan bagi proyek
vang direncanakan. Terutama di Wilayah-wilayah yang padat penduduknya,
tanah tanah tersebut hampir semuanya, merupakan tanah kepunyaan rakyat.

‘D;sampazkan pada Semmar "Penyediaan Tanah untuk Pembangunan” Fakultas Hukum Uni-
versitas Indonema ualam rangka permgatan Dies Na{ahs Universitas Indonesia ke XEL Depak
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Dari praktck kegiatan dalam memperoleh tanah vang diperlukan unigk
meiaksanakan proyek-proyelk pembangunan tersebut; timbul kesan seakan
akan hak dan kepentingan rakyat pemilik tanah vang bersangkutau kurang
mendapat perlindungan oleh hukum kita,.

Tetapi dipihak pirapinan/pemilik proyek pun terdengar keiuhan—keluhan
menwenai berbagai kesulitan yang dihadapi dan harus diatasai dalam usaha
h¢ dan menguasaa tanah vang diperlukannya. Panjangnya proseciur

naanya agar pada satu plhak dapat terseienggara secara tertib, hingga

saan dan panggunaannya kemudxan dapai b langsung aanpa gangguan,

IMelihat keadaan pertanahan kzta sekarang ini {dibidang yuridls m:sal—
nya, bahwa hamplr semua tanah yang diperlukan belum ada surat tanda bulkti
yang memadaz baik mengenal status maupun pemiliknya) kiranya prosedur
vang dzdasarkan pada sikap “berhati-hati” demi melindungi kelangsungan pro-
vek vang bersangkutan sebagai yang berlaku sekarang ini, perlu bersangkutan,
sebagai yang berlaku sekarang ini, perlu dipertahankan. Dalam praktek pihak-
pihak yang memerlukan tanah dapat mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan yang
dlhadapznya }

Sebahknya yang zampdk ar.iaiah bahwa para p;hak yang diminta
_menyerahkan tanahnya seakan-akan dalam menghaaapl pihak yang memer3u~
‘kan tanah tersebut berdiri sendiri tanpa ada yang membaniu dan melindungi-
nya dan seakan akan tidak adsa huicum yang mengayommya Padahal pér-
lmdungan yang disediakan oleh hukum kita bag: mereka, sebenarnya sudah
cukup memadaz Hanya pﬁ:riu diperhatikan juga, bahwa imkum saja tidak akan
mampu memberikan 2 apa yang diperlukan oleh rakyat yarg kedudukan sosial
dan kedudukan ekonom=nya masih lemah serta tingkat ppngetahuan yang juga
maszh rendah sepem kenyataannya sekarang mz o

Azas-azas hukum gaemiahé_ﬁ tanah dan penguasaannya. .

- Penguasaan dan pengguanaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan
apapun harusada landasan haknya! Dalam hukumiTanah kita sekarang hak-
hak itu disediakaii oleh LUUPA, berupa hak milik, hak guna usaha; hak gana
bangunan ‘hak pakai, hak pengel{}iaan dan hak-hak sekunder yang ada;

“Penguasaan dan penggunaan tanah’vang dilandasi salah satu hak tersebut
dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik dari se-
SAMa angEota i 'rsasvarakat bahkan dari pihak Penguasa/?emermtah sekahw
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guan. dari pihak sesama anggota masyarakat iersedia upaya penanggulancran-

nya, meialul gugatan perdata di Pengadilan. Bahkan dengan adanya Undang S
Undang nomor 51 Prp tahun 1960 pemegang hak tas tanah yang tanahnya -
'dlgunakan pihak lain secara illegal, dapat meminta bantuan kepada Bupa-
‘ti/Walikotamadya yang bersangkutan untuk menyelesaikannya, tanpa periu .
. melalui pengadilan. Tuntutan pldana dapat ] 3uga d1kenakan pada okupan yang :
;ﬁbersangkutan o
U Ganggnan dari plhak penguasa yang tldak ada dasar hukumnya, dapat
ditanggulangi sekarang ini melalui gugatan perdata berdasarkan pasar 1365
E ab"'Undang undang Hukum Perdata. Dan jika ketentuan mengenai Per~ N
anTata. Usaha Negara sudah berlaku effektif, tentunya melalui badan per~ :
adilan tersebut tersedia juga sarana penanggulangannya.
Balam konsepsi Hukum Tanah kita yang di dasarkan pada Hukum Ada{
semua hak-atas tanah, secara langsung atau tidak langsung bersumber pada
Hak Bangsa. Ini berarti, bahwa setiap hak atas tanah selain bersifat pribadi
{dalam arti memberikan kewenangan kepada pemegang hak yang bersangkutan
untuk: memanfaatkan tanah:yang dihaki itu bagi “diri dan keluarganya);
sekaligus juga mengandung unsur kebersamaan {dalam arti, bahwa dalam
bemanfaatanny_a harus memperhatikan juga kepentingan umum, kepentingan
bersama). Maka dinyatakan dalam pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atasia-
nah mempunyai fungsi sosial. Jika terjadi pertentangan antara kepentingan
pribadi yang punya tanah dan kepentingan bersama, maka kepentingan ber-
samalah yang harus didahulukan, Tetapi, demikian dltegaskan dalam penjelas-
an Umum-Lindang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas

kepenimgan pemegang hak boleh d;aoazkan heeztu saja’.

' Maka jika diperlukan tanah yang sudah dihaki seseorang, cara mem-
pez_ol_e,h_nya harus melalui kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan
menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keadaan biasa, tidak boleh
pihak yang mempunyai tanah dipaksa untuk menyerahkannya.

. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah tidak da-
pat menghasilkan kata-sepakat, untuk kepentingan umum, Penguasa {dalam
hal ini President Republik Indonesiz) diberi kewenangan oleh hukum untuk
mengambil tanah yang diperlukan secara “paksa’, dalam arti tanpa persetuju-
an yang empunya tanah, melalui apa yang dikenal : acara pencabutan hak.

Baik dalam acara perolehan tanah atas dasar kata sepakat, maupun da-
iam acara pencabutan hak, kepada pihak vang telah menyerahkan tanahnya
wajib diberikan imbalan vang layak, berupa uang, fasilitas dan/atan tanah
iain sebagai gantinys, sedemikian rupa sehmgga keadaan sosxal dan keadaan
ekonominya tidak ‘menjadi mundur; :

Avzas ini tampaknya merupakan azas vang umversai Daiam Peraturan
perundang—unciangan kita mendapat penegasan antara lain dalam Peraturan
Pemerintah nomor 39 tahun 1973, dalam Instruksi ?res;den nomor 9 tahun
1973 dan yang terakhir dalam Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1989 ten-
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Dalam Pénjelasan Umum’ PP:39/1973 dimuat pernvataan, bahwa 7@
dengan tindakan pencabutan itu‘hendaknya bekas pemxhk/pemegang
hak atas tanah tidak mengalami kemunduran baik dalam bzdang 5031al mau-
pun: pada tingkatiekonominya.” i
Dalam IMPRES 9/1973 digariskan petun}uk bahwa -
...... - harus divsahakan sedemikian rupa, agar mereka yang dxpmdahkan itn .
tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya/ mencan nafkah kehldupan yang
layak seperti semulz”. -

~Akhirnya'dalam KEPPRES 5 3/ 2989 dlgarlskaxa kebljakan yang diwa}1b~
kan pemsahaan kawasan industri dalam usahanya memperoleh tanah dari’ rak-_ :

I untuk memperhaiikan’ kepentmgan bekas pemilik vang tanahnya
dipergunakan untuk kepentinganbekas pemilik yang tanahnya dipergunakan
untuk‘kawasan industri, dengan cara memberi ganti rugi yang berdasarkan
musyawarah atau memberi: ‘penggantian tanah dz!okas: lain vang mlamya se:nn—
bang dengan tanah yang dibebaskan.”

.Dalam hubungan dengan penerapan azas yang universal itulah tampaknya
maksud perintah Presiden kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional bebe-
rapa waktu yang lalu, unfuk meneliti keadaan para bekas pemilik tanah, yang
menyerahkan tanah kepunyaannya untuk pelaksanaan proyek-proyek pem-
bangunan (KOMPAS daiam bema dan tajuk-rencana 1 Desenber 1989}

Catatan Sunggubpun diluar bidang hukum, namun dalam hubungannya
+ -+ dengan-apa yang dikemukakan diatas, kiranya perlu mendapat per-
" hatian-yang'serius sinyalemen Loeskman Soetrlsno mengenai ter-
jadinyva ”dlslandewmng process” suatu proses kehilangan tanzh
“Karena alasan yang dikaitkan dengan pembangunan. Karena di-
~ negara agraris seperti Indonesia’tanah merupakan saiu- -satunya
sumber penghidupan mayoritas rakyat, maka pexrlu ada suani alier-
‘natif sumber pendapatan baru, yang memungkinkan rakyat, khu-
susnya dipedesaan, hidup sejahteratanpa tergantung pada tangh
(KOMPAS, 17 Pebruari 1990). Selain sebagal safu-satunva sum-
ber penghidupan, tanah bagi rakyat "kecil” berfungsi j Jjuga sebagai
-semacam "polis asuransi”. Kalau terjadi "apa-apa” padanyaatau
“keluarganya, masih-ada tanah yang dapat diandalkan sebagm pen-

i gaman keiangsm’xgan hldup keluarganya :

Rakyat vaing dxmmta menyerahkan tanahnya untuk proyek proyek pem-
bangunan berhak untuk memperoleh pengayoman dari para pejabat Pamong
(bukan : Pengreh) Praja dan Pamong Desa.

Menteri Dalam Negeri dalam pengarahannya kepada kepada para anbat di
MNusa Tenggara Barat bulan Desember 198% menegaskan ¢

agar jangan sampal rakyaa yang dapmdahkan Justru hidupnya le—
bih mendema " dan bahwa: : o
L YTIET nalmg e mdalal Lo et e e r::!n o PO



..ganti-rugi vang diperoleh rakyat sesuai dengan kebutuhan untuk memulal
hidup.yang-lebih baik-didaerah baru.”. juga :
" ..... jangan sampai pula ada Pejabat yang diperalat oleh makelar ta-
':'_'nab yang memkman keuntungan besar”.

: Untuk Aty semua Menten Dalam Negeri meminta kesadaran aparat Pemerin-

‘tah, bahwadia : " .... dipilih sebagai Pejabat untuk memimpin rakyat, sehingga

~tingkahlakunya harus d}upayakan untuk kepentlngan vakyat.” (KOMPAS
18 Desember -1989),

Dengan sikap para Peiabat Pamong Praja dan Pamong Desa sebaga; yvang
diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri diatas, maka dalam menghadapi pe-
mimpin proyek Pemerintah maupun pemilik proyek swasta yang memeriukan
tanahnya kiranya rakyat tidak akan lagi merasa berdiri sendiri, sebagai yang
sering tampak dalam praktek sekarang ini.

‘2 Dalam hubugan dengan pemberian pengayoman kepada rakyat itu peme-
rintah Daerah/Gubenur KDH diwajibkan untuk mengadakan pengawasan da-
lam pelaksapnaan pembebasan tanah oleh swasia. pelaksanaannya sehari-hari
tngaskan kepada kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
{pasal 11 peraturan Menten Balam Negen i5/1975 di pasal 5 Peraturan
2/1 976)

Si_s'ﬁm tata cara

Dalam Hukum Tanah kita diatur berbagai tata cara dalam memperoleh
tanah, baik untuk kepentingan umum, usaha maupun pmbad: Cara yang mana
yang akan dlgunakan, tergantung pada : :

Status hukum tanah yang perlukan

.Status pihak yang memeriukan;

Peruntukan tanah yang dipertukan, dan

Ada atau tidak adanya kesediaan yang empunya tanah untuk menyerahkan
tanah yang bersangkutan.

e oo

Tanah yang tersedia bisa berstatus tanah negara, tanah ulayat masyarakat
hukum adat atau apa yang disebut “tanah hak”, yaitu tanah yang sudah dihaki
dengan salah satu hak atas tanah yang disebut diatas.

Status yang memerlukan tanah menentukan juga cara yang dakan di guna-
kan, karena bagi tiap hak atas tanah dltentukan syarat-syaratinya yang harus
dlpenuhj oleh subyek (pemegang) haknya. Instansi Pemerintah misalnya, hanya
dimungkinkan menguasai tanah dengan hak pakai atau hak pengelolaan. Ta-
nah hanya dapat dipunyai oleh suaiu Perseroan Terbatas dengan hak guna
usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.

' Berbagal tata cara dalam memperoleh tanah tersebut disusun dalam sua-
sve RTCHTEIRA snlamiprsy Ivarilrigd *
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@, ;Jika tanah vang diperlukan bersetatus tansh negara, maka harus digunakan
apa yang dikenal sebagai acara pemehﬂm ﬁan pembemm hak stas tanah,

b, Jika ‘tanah yang tersedia’ berstatus saﬂah usayai maka acaranya adalzh
meminta kesediaan kesediaan Penguasa masyarakat hukum adat yang ber-
. -,sangkutan untuk melfepaskan hak ulayatnya, dengan pemberian ganti-rugi
-, mengenal tanam tumbuh rakyat yang. ada diatasnya. Tanah tersebnt
= ,;lkemudlan dimohonkan hak atas tanah yang sesuai dengan status pihak
yang akan menggunakan dan perunivkannya, melalu! ‘acara permohon—

. _an/pembenan hak tersebut diatas.. . &

iy };ka tanah vang bersangkutan berstatus tansh hak, maka acara yang mana
*f-'yang akan digunakan, tergantung pada ada atau tidak adanya kesedlaan
“yang empunya tansh uwmtuk menyarabkan kepada yang memerlukan

.. Jika ada kesediaan untuk meayerahkamya dengan sakareia maka
d1tempuh : - -

il gears pemindabazn hak, melalui jual beh, tukar menukar atau
hibah, yaiiu jika yang memerlukan memenuhi syarat scbaga]
subyek hak tanah yang dipindahkan itu;

¢.1.2. acara pembebasan tamak, diikuti dengan permohonan hak ba~
ru sesuai, yaitu jika pihak yang memerlukan tidak memenuhi
syarat sebagai subyek hak semula menentukan status tanah
tersebut

L 2 jaka vang empunya 1anah tidak hersedaa umuk menyerabkannya
tengan sukarela, jika syarat-syaratnya dipenuhi, dapat ditempuh acara
pencabuian hak, sebagai cara pengambllan tanah secara paksa.

Tata cara permohonan/pemberian hak atas tanah diatur dalam berbagai
peraturan Menteri Dalam Negeri, yang berinduk kepada Peraturan Menten
Dalam-Negeri nomor 5 tahun 1973 dan nomor 6 tahun 1972 '

Tata cara pemindahan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah
nomor 10 tahun 1961 tentang Pendafiaran Tanah. Atas dasar perseiujuan ber-
sama antara hukumnya dilakukan d;hadapan Pegabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang bersangkutan, untuk kemudian diikuti dengan pendaftarannya
di Kantor Pertznahan Kaoupaten atau Kotamadya yang bersangkutan. Dalam
acara ini hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak yang
memerlukan ‘Maka ia harus memenuhi syarat sabagai subyek hak yang ber-
pindah kepadanya itu, Kalan hak tersebut misalnya hak guna bangunaﬂ, maka
suatu Perseroan Terbatas dapat memperoleh tanahnya melalui acara ini. Tetapi
jika tanahnya berstatus hak milik, tidak boleh digunakan acara ini, karena
melanggar larangan pasal 26 UUPA. Dalam hal i ini harus digunakan acara
pembebasan tanah.



weosnrYang-dimaksndkan dengan “pembebsasan tanah” {atau “pembebasan

hak") adalabh perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum
§ ng semula ada antara pemegang hak atas tanah dan ianah yang diperly-
: lengan pemberian-imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya,
meiahu musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara yang empunya tanah
dan pihak yang memerlukannya, Hakekat perbuatan hukum dan wujud fisik-
nya adalah sama dengan perbuatan hukum pemindahan hak, vaitu bahwa
untuk kedua-duanya diperiukan persetujuan bersama para pihak. Bedanva
-adalah, bahwa dalam acara pembebasan tanah, dengan-dilepaskannya hak
ai;as tanah_ ©oleh yang empunya, tanah yang bersangkutan berubah statusnya
men}ach tanah negara, untuk kemudian diminta oleh yang meiakukan pem?_ '
bebasan dengan hak. baru-sesuai.:

Karena aktivitasnya datang dan vang memeriukan maka acara ini dlkenai
umum sebagai acara pembebasan tanah. Teiapi dilihat dari apa yang dilakukan
oleh yang empunya tanah, perbuatan hukumnya adalah melepasken hak, yang
antara lain disebut dalam pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 UUPA. Sebagai-
mana halnya pebuatan hukum pemindahan hak (dijual beli, tukar-menukar,
hxbah) bukum materill yang mengatur pembebasan tanah adalah Hukum Per-
janjian, vang termasuk Hukum Perdata. Juga jika yang memerlukan tanah
suatu Instansi Pemerintah. Ini berarti, bahwa bagi sahnya perbuatan hukum
yang bersangkutan berlaku antara lain syarat-syarat yang ditentukan dalam
Hukum Perjanjian (pasal 1320 dan selanjutnya kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia). Hak-hak dan kewajiban para pihak, termasuk perlindung-
an hukum yang tersedia bagi mereka masing-masing diatur dalam Hukum
Perjanjian. :

Adapun tata caranya diatur dalam berbagai Peraturan Menten Dalam Negen

Jika yang memerlukan suatu Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah,
tata-caranya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
1975 tentang ketentuan-ketentuan mengena tata cara pembebasan tanah. Tata
cara yang diatur dalam Peraturan itu dapat digunakan juga unink pembebasan
tanah oleh pihak swasta, berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negen nOmor
2 tahun 1976, .

Khusus untuk perusahaan kawasan industri terdapat keteniuan iata cara-
nyadalam KEPPRES 53/1986, yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Ke«
pala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 tahun 1989,

* Pencabutan hak adalah cara pengambilan tanah rakyat secara. paksa demi,
kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa, kalau dalam acara pe-’
mindahan hak dan pembebasan tanah kedudukan hukum para pemilik tanah
dan pihak yang memerlukan sederajat, tidak demikian halnya dalam acara
pencabutan hak. Dalam acara ini pemilik tanah berhadapan dengan Penguasa.

‘Dalam acara pencabutan hak tidak diperiukan persetujuan Yang empunys
tanah. Penguasa, dalam keadaan biasa Presiden Republik Indonesia dan dalam
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-keadaan.darurat - sebeltum ada Badan Pertanahan Nasional - Menteri Dalam
.:Megeri, mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mempunyai
.daya mengikat bagi rakyat:yang. tanahnya diperlukan; vang jika’ perhi pe-
laksanaanya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, berbeda dengan pemindahan
-hak dan pembebasai tanah; hukum materiilnya maupun tata caranya diatur

dengan undang undang, yaitu pasal 18 UUPA dan Undang undang nomor
20tahun 1961, Petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintan noinor
of -Pencabuian hak sebagai cara pengambilan tanalikepunyaan rakyat secaza
‘paksa, pada:hakekatnya adalah bertentangan dengan azas umum yang ‘di-
kemukakan dalam angka {4) diatas, bahwa mercka'yang menguasai tanah se-
cara legal dilindungi oleh hukum terhadap: gangguan dari pihak’manapun,
Tetapi kalau ada tanah vang diperlakan untuk kepentinan umum, sedang yang
empunya tidak bersedia untuk menyerahkannyve, maka kalau memang tidak
alternatif lain, kepentingan pribadihiarus mengalah pada kepentingan barsama.
Maka kepada Penguasa diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengambil- -
nya secara paksa sebagai alternatifiterakhir. Wamun demikisn dalam peraturan
hukum vang mengaturnyva, dicentnmbkan berbagai ketentuan yang menjamin
periindungan bagi mereka yang-tanahnya diambil terhadap tindakan yang se-
wenang-wenang dari-pihak Penguasa. B 7y N '

-+ -Peraturan-peraturan tersebut: dimuat dalam : Boedi Harsono, Hukum
Agraria Indonesis — Himpunan Peraturan-peranturan Hokem Taugh {Jaker-

ta rDjambatan, 1989} ...~ .-
Acara Pembebasan tanah

. ... Palam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15/1975 diatur tata cara
pembebasan tanah untuk proyek-proyek Pemerintah/pemerinrah Daerah, be-
rupa instruksi/petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh instansi vang
m:emgrigk_a,n tanzh dan Pej a;bgt_—pajabat yang berwenang dibidang pertanahan,

" Instansi yang memerlukan tanah, pertama-tama harus mengajukan per-
mohonan ijin pembebasan tanah kepada Gubernur/Kepala Daerah, dengan
mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanannya. Permohonan ter-
sebut harus disertai berbagai keterangan yang diperlukan, termasuk pernyataan
kesediaan untuk memberikan ganti-rugi atau fasilitas lain kepada yang empu--
nya tanah. (pasal. 4). '

. Setelah menerima permohonan tersebut Gubernur harus segera menerus-
kannya kepada apa yang dikenal dengan nama Panitia Pembebasan Tanah.
PPT adalah 's_uai_u panitya yang dibentuk oleh Gubernur untuk tiap Kabupa-
ten/Kotamadya. PPT terdiri atas 7.orng anggota, diketuai oleh Kepala Kanior
Perianahan yang bersangkutan, Semua anggotanya adalah Pejabat Pemerin-
tah, termasuk Kepala Desa/Lurah dan Pejabat dari Instansi vang memerlukan

tanah. (pasal 2 dan 7).



._Dalam pasal & dmiang instruksi, agar daiam penaksxran/penetapan
mengcnm hesarnya ganti-rugi diadakan musyawarah dengan para pemﬂlk ta-
hangunan ¥ang %ersangkutan, berdauafkan harga umum 5e-
an: uga petumuk mengena; fakwpfakmr apa saja yang harus.-

mengenm besérnya/bentuknya ganti-rugl itu dxsampaakan kepada Enstanm ya.ng '
memeriukan tanah dan para pezmhk tanah, tanaman ‘bangunan.;’ :

Dalam pasal 7 dmyatakan, bahwa instansa yang, memerlukan dau pa:a

-d;bem kemungkman “antuk - tetap kepada putus&nnva atau ‘meneruskan
penolakan tersebut kepada Gubenur untuk diputuskan
Instruksz yang diberlkan kepada Gubemur daiam menghadapz sn

an ’I‘anah atal eneﬁmkan lain, yang ujudn aml 'i jal‘ai_zigtepg_ah yqng d_ap_a}
diterima’oleh “ketida ‘Belah pinak.” "= T S hy o

Dalam pasal § tersebut tidak terdapat ketentuan apakah para pihak mem-
punyai kemungkman mtuk meneiak kepumsan Gu?aemur itu. Dan kalau ke-
putusan’tersebut) nerupakan kegsumsan yaﬁg final, ti ak erdapa@ ketentuan
mengenai kemungkman bandmc Masa%ah nm akan dxbahas kémud n.
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Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur juga tata-cara pembayaran ganti-
rugi yang telah disepakari, kewajiban-kewajiban Instansi yang memperoleh .
‘tanah sets iah selesai pembebasan. Masih ada ketentuan khusus. yanglain bagi
_ Instansi yang memeriukan areal tanah yang luas. Dalam pasal 13 digariskan
ke ijakan, batiwa jika pembebasan tanah itu mengaklbatkan pemindahan pe-
;:;muknman penduduk, maka dalam memberikan ijin pembebasan; Gubernm-
wajib menyertakan pula kewajiban untuk menyediakantempat penampungan
tersebut ditegaskan sebagai keharusan, disamping kewajiban ‘membayar ganti-
. ?'rugi Eagl yang berminat pindah ketempat pemukiman barn dlsedlakan blaya
- Yam d;tetapkan oleh Bupau/Wahkota adya Kepala Daerah ST

Mengmgat pengalaman yang tzdak balk dalam praktek pembebasan tanah
.oleh. Swasta yang meminta bantuan atan perantaraan Bupati/ Walikotamadya
pada waktu-waktu scbelumnya, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 15 tahun 1975 digariskan kebijakan baru, bahwa pembebasan tanah
untuk swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-
pihak yang berkepentingan, dengan pemberian ganti-rugi yang berpedoman
pada azas musyawarah. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pembebasan tanah oieh swasta tersebut dan pembenan ganti-

: rug;nya O - A

mn _.-Tetapl kemudlan dengan dlterbatkarmya ?eraturan Menten Dalam Negen
;.,nomor 2 tahun 1976, secara terbatas dibuka kemungkinan penggunaan acara
;Peraturan 1571 975 tersebut juga bagl i{eperiuan pmyek-preyek swasta

Acara pemabutan hak

:'Repubhk Indonesm Keputusan Premden mengenaa pencabutan hak tersebut
merupakan keputusan vang final dan tidak dapat diganggu gugat ataupun di-
halang-halang: peiaksanaannya Mempertimbangkan memutuskan hal tersebut
adalah semata~mata wewenang Presiden. Demikian dmyatakan dalam Penu
jelasan Umum UU 20/ 1961 ; : e

_ Pencabutan hak harus dlserial pemberian ganu—rugx yang iayak dann da~
1am hal—hal tertentu Juga penampungan bagi mereka yang perlu pindah, Besar-
nya dan bentuknya ganti~rugi tersebut j juga d;tetapkan oleh Presiden. Terhadap
penietapan ganti-rugi tersebut dlmungklnkan bandmg kepada . Pengadilan
Tinggi (PP 39/1473}.

Tanah yang bersangkutan baru bcleh dxkuasx dan dxgunakan § etelah ada

sirat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan dilakukan pembayaran
ganm-rugl yang dltetapkan Dan Jxka ada kewajlban menyediakan penampung-
an, setélah selesai dilaksnakan penampungan tersebui.



_ Tetap1 dalam keadaan yang sangat mendesak UU.20/1961 memungkinkan, -
dﬂakukannya pengambxlan, DEngusann dan ‘Dpepggunaan ta.nah yangdiperlukan
dengan serta-merta ("onverw;.;lde in, bezunemmg”) tanpa periu meRuUNgEy se-
lesasnya DYOSEs pencabutan hak, bahkan bisa mendahuluinya {pasal §). Dalam
ENPRES 5/1973 diberikan. petunjuk keadaan yang baga.lmanakah vang dapat;

i ] uf1ka51 ‘sebagai. “keadaan yang ‘sangat mendesak‘jtu. untuk dapat
' -menguasax tanah yang diperlukan.dengan seria-meria itu.di.perlukan izin dari :
dulu Menteni Agraria/Menteri Dalam Negeri, sekarang kiranya : Kepala Badan

}’ertanahan Nasional (7}. Fengambalan dan penguasaan tanah dengan serta-

merta’ Aersebut harus segéra diikuti dengan acara pencabutan hak,kecnalikalau:
'kemud:an dapat diselésaikan: melaim acara pem%ebasan hak atau pemmdahan o

‘Karena keputusan Presiden mengenai pencabutan hak bersifat mutlak éian _
pelaksanaannya dapat’ di paksakan, maka baik dalam UUPA (pasal :18):
maupun UU 20/1961 terdapat berbagal ketentuan yang menjamnin perlindung-
an bagi rakyat. yang tanahnya.diambil, dalam rangka mewujudkan. imbangan

- yang wajar antara kepentingan; mum dan kepenungan Dﬂbadl yang dﬁmdungz
oleh hukum. Diantaranya adalah : MIA .. ... T

a.. Acara pencabutan hak hanya boleh digunakan untuk kepentingan poium,
. _-_.te:masuk kepentingan bangsa dan dan negara serta kepentingan bersama.
dari rakyat, demikian pula kepentingan pembanguanan. {pasal 18 UUPA
dan pasal 1 UU 20/1961).

"_Dalam INPRES 9/ 1973 dibenkan petunjuk kegxatan pem’bangunan apa
. 'saga yang mempunym srfat kepentmgan umm, Yang menentukan hak akan _
“dilakukan. Proyeknya ‘bisa proyek pemerintah, bisa Proyek’ swasta o

b. Acara pencabutan hak hanya digunakan dalam keadaan memaksa, yaitu
" jika cara musyawarah melalui acara pemindahan hak atau pembebasan
“‘tanzh tidak dapat menghasxikan kata—sapakat padahal tanah yang ber-

B sangkutan sungguh diperiukan. Penjelasan pasal 10 memperingatkan, bah-
e ”pencabutan hak adalah jalan terakhu umuk mempero}eh tanah yang*
dipertukan.” :

¢. “Aada jaminan pemberian’ganti-rugi yang layak dan ada pula jaminan
" penampungan’ 'bagl mereka yang perlu pindah. Pembayaran ganti-rugi has
~rus dilakukan secara funai dan dibayarkan langsung k¢pada yang berhak,-
“dihadapan beberapa orang sak51 {pasal’2;3,5 dan’ Pengeiasan Umum (VR
20/1961). g
d.. Seperti telah dikemukakan diatas keputusan Prasxden mengenai bentuk dan
besarnya ganti-rugi masih bisa dimintakan banding Pengadiian Tinggi.
Pengadiian Bentuk besarnya ganti-rugi vang ditetapkan pengadilan Ting-
* gi mempunyai daya kekuatan mengakat semua plhak {pasal 28Uy 2(}/ 1961
dan PP 35/1973). '
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e, Jika seperti yang telah dikemukakan diatas, ‘maka tanah yang bersangkutan

arit boleh diambil déh_qipér'gunba_ka‘n} fféétél:gih~_a§ia'Si.j_fat'-_kgpu‘ti_xsan"Pi" si
ent dan selesal dilakukan pembayaran ganti-ruginya, " e

ika digunakan acara penguasaan menurui pasal+6, tetapi kemudian pes-

‘+zmohonan‘uniuk pencabutan hak ditolak oleh Presiden, maka tanah yang

© ~‘bersangkutan harus dikembalikan dalarm keadaan semula dan/ataU'kepada-;- '
yang‘empunya tanah diberikan ganti-rugi yang sepadan... . o o

ungguhpun s udéhéda .k'egﬁiu'sa.ﬁ-_éencabﬁfan hak, jika :kémudian tan_ah'
yangdiperlukan dapat diperoleh melalui acara pemindahan hak atau pem-.
~ bebasan tanah, maka cara pencabutan hak tidak dilanjutkan. {pasal UU:
20/1961). | |

h: ‘AKhirnya ada keténtuan dalam pasal 11, bahwa jika tanah yang'haknya:
“'sudah dicabut kemudian tidak dipergunakan sesuai déngan peruntukan
~yang semila direncanakan, yang memungkinkan dilakukannya pencabutan’
““hak'tersebut, maka mereka yang semula memilikinya diberi prioritas untuk

mendapatkannya kembali, AN, 1] ERREERRR < o p

“ Dengan dilakukannya pencabutan hak, maka'_tanah_ yang bersangkutan
menjadi tanah negara. Pihak untuk siapa pencabutan hak ity dilakukan ke-
mudian wajib mengajukan permohonan hak baru yang sesuaj. =

_ Dengan mulai berlakunya UU 20/1961, maka peraturan pencabautan hak
yang lama, yang dikenal sebagai "Ontegeningsordonnatie” (Stb. 1920 -~ 574,

sebagal yang telah beberapa kali diubah dan ditambah) dicabut kembali

(pasal 12).

.. Tampaknya adanya keengganan pada Pemerintah untuk, menggunakan
acara pencabutan hak dalam memperoleh tanah yang diperlukan untuk proyek-
proyek pembangunan. Yang digunakan dalam prakiek adalah acara pembebas-
an tanah, Dalam beberapa kasus digunakan cara pengambilan dan penguasaan
tanah berdasarkan pasal 6 UU 20/1961. T

.-Dalam pada itu proyek-proyek tertentu dapat dipertimbangkan pengguna- .
an_lembégala{n sebagi alternatif atau perlengkapnya. UUPA memungkinkan
seseorang pemilik tanah memberikan hak guna bangunan {FIGB} kepada pihak
lain, yang karena statusnya tidak dapat menguasai tanah yang bersangkutan
dengan hak milik, misalnya suatu Perseroan Terbatas. Dengan cara ini, baik
penggunaan tanah tersebut, tanpa yang empunya tanah harus melepaskan ta-

.:Kemudian. .dalam menyelenggarakan proyek péreméjéa_n wilayvah dapat
digunakan apa yang sekarang dikenal dengan sebutan "konsolidasi tanah”.



Daiam pasal 6 dmiang mstruks:{, agar daiam penakmran/ ;}enetapan
mengenai besarnya ganti-rugi diadakan musyawarah dengan para pemilik ta-
.mah, tanaman,:bangunan yang bersangkutan, berdasarksn hargai umum se-
«iempat. Diberikan juga petunjuk mengenai faktor-faktor'apa saja yang hars
diperhatikan da.iam menetapkan besarnya ganti-rugitersebut. Xeputisan PPT
mengenai besarnya/ bentuknya ganti-rugi itu disampaikan kepada Enstansx }ang
memeriukan tanah dan para pemilik tanah, tanaman, bangunan.. i

Dalam pasal 7 dmyatakan, bahwa Instagsx yang memer§ukan dan para
'pemﬁak 'naamg—mnasmg 1’3 menyatakan persetu;ua atau penoiakannya
‘-atas penentuan besar" yaf’ h i '

aiam hai terjadi penalakan ada’l muau pen s aiam pas

diberi - kemungkman untuk ietap ‘kepada pmusannyal a‘sau meneruskan
penolakan tersebut kepada Gubenur untuk diputuskan
instruksi yang diberikan kepada Gubernur dalam menghadapi situasi.
_demikian it adgidh,’ agar seteiah”mempemmbangkan hari segaia"s, i
mengambﬂ kepatasan yang berszfat mengukuhkaﬂ umsan ,
‘an Fariah atan/ meneniukan lain, yang ujuénya mmcan 3alan tengah yang dapat
diterima oleh’ ketida belah pihak.” =

Dalam pasal 8 tersebut tidak terdapat keientuan apakah para pihak mem-
punvai kemungkman umnk menolak kepwusan anemu: itu, Dan kalau ke-
putugan‘tersebur merupakan keputusan yang finai de K terdapat %{aaemuan
mengenal kemungkman bandmg Masalah ini akan dxbahas kemuchan o
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Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur juga tata-cara pembayaran ganti-
rugi yang telah disepakati, kewajiban-kewajiban Instansi yang memperoleh -
_tanah setelah selesa; .pembebasan. Masih ada ketentuan khusus yanglain bagi
‘ erlukan areai tanah yang luas. Dalam pasal 13 digariskan
“kebijakan, bahwa jika pembebasan tanah itu: mengakibatkan pemindahan pe-
..mukiman -penduduk; maka dalam memberikan ijin pembebasan; Gubernur
wajib menyertakan pula kewajiban untuk menyediakanienipat penampungan
tersebut ditegaskan sebagai keharusan, disamping kewajiban membayar ganti-

. '3rug1 Bagi yang berminat pindah ketempat pemukiman baru’ disedlakan blaya,
_yang" ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya. Kepala_ Daerah. -

-Mengingat pengalaman yang tidak baik daiam praktek pembebasan tanah
~olehswasta yang meminta bantuan atau'perantaraan Bupati/ Walikotamadya
pada waktu-waktu sebelumnya, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 15 tahun 1975 digariskan kebijakan baru, bahwa pembebasan tanah
~unguk swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-
pihak yang berkepentingan; dengan pemberian ganti-rugi yang berpedoman
pada azas musyawarah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pembebasan tanah oleh swasta tersebut dan pemberlan ganti-
ruglnya R o ] ! 4 i

Tetapi kemudian dengan dxterbltkannya Peraturan Menten Dalam Negen
-nomor 2 tahun 1976, secara terbatas dibuka kemungkinan penggunaan acara
‘Peraturan. 15/ 1975 tersebut Juga bagl keperiuan proyek-proyek swasta

""Acara pencabuiau ha%c

__Pejabat yang dlben kewenangan melakukan pencabutan hak adalah Pres:den
'Repubhk Indonesm Keputusan Presuien mengenal pencabutan hak iersebut
merupakan keputusan yang final dan tidak dapat diganggu gugat ataupun di-
halang-halangi pe!aksanaannya Mempertimbangkan memutuskan hal tersebut
adalah semata—mata wewenang ?remden Demikian dmyatakan dalam Pen-
jelasan Umum UU 20/ 1961 : - e - :

o Pencabutan hak harus dlsertax pambersan gam: rugl yang iayak dann da—
lam hai~hal tertentu juga penampungan bagi mereka yang perlu pindah, Besar-
nya clan bentuknya gann—rugi tersebut juga. dstetapkan oleh Presiden. Terhadap
penetapan ganti-rugi tersebut dimungkinkan ‘banding kepada Pengadilan
Tinggi (PP 39/1973).

Tanah yang bersangkutan baru ooleh dxkuam dan dlgunakan ] etelah ada
surat keputusan pencabutan hak dan Presiden dan dilakukan pembayaran
ganta rugi yang ditetapkan Dan jlka ada. kewapban menyediakan penampung-
an, setelah selesai dilaksnakan penampungan tersebut.



 AgpeR

para pemzhk tanah’ yang bersangkutan ‘Honsoliddi-tanah merupakan
aian penatagunaan tanahttanah disuaty wilayah, yang' ‘semula tidak teran '
bentuknya 'menjadi satuawsatuan yang ‘teratur, dilengkapi dengan Dia-
- saran lan Tasilitas-fasilitasi iingungati] vang pembiayaannya tefutama’ diper-
-Bieh dari kegzatan penatdpunizan tanah-tanah itw'sendiriy Pembénahan waiayah-
='3w;iayah kumiih:di daerah perkotaan dapat dxselenggarakan dengan menggnna-
kan cara ini. i ]

Peraturan Menieri @aﬂam Negsm 35/1975 - J30 %

“{A P Perhndungan daiam KOMPAS 12) Pebruam

atan e’fs'ebﬁt\

peraturan perundang-undangan yang mengaiur pembebasan tanah’ ‘dan pen-
cabutan hak, jelaslah kiranya, bahwa sebenarnya hokum kita cukup memberi-
kan perllndungan bag; kepe*mngan rakyat gang tanahnya dzperiui{an oleh
proyek -proyek pembangunan, baik provek pembangunan Pemerintah maupun
gwasta.

y a;:ara pembe an hak yang pengambﬂan ianahnya harus didasarw

"T=iapi klta, semua ketahm bahwa ada faktor—faktor Tain ya.ﬁg lebih dorm-
e} m mpengaruhl si ap pemliik tanah dalam menghadapz pihak yang
memerlukan tanahnya. "Perbedaan dalam kedudukansosial, ‘ekonomi, kurang
atau tid k adanya pengeta"hnan mengena1 hukum yang berlaku, Keberanian
AT engemukakan 51kap kepada Pejabat ya'ag berwenaug, merupakan
faktor—faktor yang mempengaruhi beronerasmya imkum sehagal yang krta
harapkan.

Daiam hubungan itu tampak adanya persepsx yang keiaru mengena.i fung51
kan hakekat ?eraturan Menteri Dalam Negen 15/1975, Dari praktek peiak~
_sanaan pembebasan tanah timbul atau senipaja ditimbulkan kesan, seakan-
akan. segala hal meﬁgpnax pembebasan tanah hﬂkumnya harus’ ditemukan ‘di
éalam peraturan Memen tersebut. Bahwa Peramran itw mempunyal kekua-
tan beflaku umum dan memberikan kewenangan kepada Gubenur, bahkan
kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengambil keputusan- -keputusan

g7 0
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vang mempunyal daya berlaku menentukan bebasanya ganti-rugi dan kepu-
.tusan Gubenur yang dimaksudkan dalam pasal 8, dalam hal tidak dapat dica-
pal;kata oleh Gubernur ite merupakan keputusan yang final. Setelah ada. prakn :
tek, bahwa dalam situasi yang demikian uang ganti-rugi dititipkan pada Pen-
gadzﬁan Negeri (dalam. prakiek disebut, dikonsinyasi} ditimbulkan. kesan
_seakan-akan bagi rakvat wyang bersangkutan hanya ada satu pilihan, vaitu men.
-gambil nang ganti-rugi tersebut dari Pengadilan atau akan kehilangan tanalmya
tanpa gant1 kerugian.

Maka pada banyak kesempatan dikemukakanlah kecaman terhadap Pa-
raturan Menteri tersebut, sebagai tidak atau kurang memberikan periindun-
gan kepada rakyat, bahkan menjadikan takyat sebagai obyek semata-mata,
kerena tidak adanya kemnngkman gbanding. Bahkan keabsanhan Peraturan
itu sendiri menurut hukum dipersoalkan. Peraturan tersebut dinilai tidak sah
menurut hukum, karena memuat materi yang seharusnya diatur dentan
undang—undang Bukankah Peraturan itu memz.ngkmkan PPT dan Gubep
~nur memutus sesuatu yang meng:kat pemxhk tanah" B :

Hal mllah yang maksudkan sebagai perwujudan jpersep51 yang kehm men—
genaz fung51 haklkat Peraturan Menten Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975

Peraturan tersebut bukan memuat hukum materiil pembebasan tanah
Hukum materiilnya-sekali lati-terdapat dalam Hukum Perjanjian. Peraturan
Menten tersebut mengaiur, ta&a-cara yang harus diikuti dalam pembebasau
tanah, Dan itupun hanya beriaku i intern dikalangan acinnmstra51 Dari rumu- '
san pasai—pasainya kita ketahm, bahwa . yang dimuat di daiamnya adalah i in-
_strukm dan. pedoman baglinstansx yang memerlukan tanah, batgl FPT dan E
‘bagi Gubemur, tanpa memberikan keananﬁ‘aﬂ umuic memutuskan sesutu
yang mempunyai daya mengikat rakyat. Karena acara pemegasan tanah me-
rupakan acara memperoleh tanah malalui musyawadah untuk mendapl kata
. sepakai M aka ]els Peratumn tersebut merupakan suatu peraturan tersebut

mcr_upakan suatu peraSuran mt@m admmzstratn Konmysmya atau penitipan
uang, pada Pengadlan Negeri pun hanya mempunyal sifat admm:stranf an ti-
dak mempunyai akibat hukum dalam hubungannya dengan raky  yang ti-
dak atau belum menyatakan persetmuannya mengena gantl-rugl:yang du:e—
tapkan PPT atau Gubenur

Kencaman Jain yang dikemukakan adlah, bahwa rakuat yang tanhanya
dlbebaskan tidak dzwakxh dalam PPT hmgga kepentmgannha dapat dentan
mudah disisihkan. Mendudukkan rakyat atau wakilnya dalamPPT klranya
]ustru akan memperlemah kedudukan mereka Putusan PPT kan meng:kat
mereka sebagai anggotany Dalam PPT 3eias suara. mer@ka tadak akan Dber-
pengamn terhadap para anggota yang | Iam Itupun kaiau mereka mampun dan
berani . o .



Ma}ca pada banyak kesempatan dlkemukakanlah kec_aman terhadap Pen..'

Menteri tersebut’ mengaa ta-cara yang “harus dnkuti daiam pembebasan
tanah. Dan 1iupun hanya beriaku infern dskaiangan admxmstram Dari rumusan

ministratif, Konsmyasmya atay’ pemtipan uang pada Pengadﬂan Negen pun__
hanya mempunyai sifat administraiif dan tidak mempunyai akibat hukum da-
lam hubungannya dengan rakyat yang tidak atau belum menyatakan per-
setujuannya mengenai ganti-rugi yang ditetapkan PPT atau Gubenur

Kencaman lain yang dikemukakan adalah, bahwa rakyat vang tanahnya
dibebaskan tidak diwakili dalam PPT, hingga kepentingannya dapat dengan
mudab-disisihkan: Mendudukkan rakyat atan wakilnya dalam PPT kiranyad:
justru akan mempcrlemah kedudukan mereka. Putusan PPT kan mengikat
mereka sebagai anggotanva. Dalam’ PP’I‘ 3:3 _ _suara mereka ndak akan ber-
pengaruh terhadap para anggota yang lain. Ttupun kalau mereka mampu dan
oeram "bersua:a” d1 tengah-tengah para pejabat yang menj ach anggota-anggota
mengahadapi P?’I‘ kedudukan hukumnya kuat dan berhak menolak apa yang
daa_mkan kepadanya Maka tidak ada alasan uniuk mengubahnya

Pembebasan tanah bukanlah Iembaga c1ptaan baru. Lembaga itn sudah.
ada’ dalam Hukum Tanah Administratif yang lama, yang daatur peiaksanaan— :
nya dal Bijblad 11372 ke 12476. Peraturan menteri 15/1975 merupakan | peng— .
gantt Eljbiad {ersebut. o

Se?am untuk mengatur kegiatan pembebasan tanah agar teriib, teratur



g7 o ) ' Huleum dan Pembangungn

- dan seragem, Sebagai yang disebut dalam korisideansaya, Peraturan Mengeri
tersebut juga berfungsi _ﬁléﬁéa@'aﬂkéﬁ?fﬁkaﬁaﬂ negara dan Anggaran Per-
dapatan dan Belanja Negara/Dacrah, Dengan dilakukannya pembebasan tanah

i PPT, diamankan penguasaan tanah oleh Instansi yang bersangkutan

terhadap kemungkinan claim atai gugatan dikemudian hari, vang disebabkan

Karena kelirdan atau kurang ketelitian dalam memastikan status tanah yang

dibebaskan dan/atau siapa yang berhak sebenarnya atas tanah tersebut. Kita

“ketahui, bahwa sekarang ini hampir semua tanah yang diperiukan itu belum

ada surat tanda buktinya yang pasti. juga berfungsi mengamankan kenangan

Negara/PEMDA dalam penctapan ganti-rugi dan pembayarannya kepada yang

berhak menerimanya. Dengan dilaksanakannya pemberian hak baru atas ta-

nah, vang haknya semula sudah dilepaskan itu, yang diikuti dengan
pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya (yang meng-
hasilkan Sertipikat hak tanah), jika dikemudian hari ada claim atau sugatan
dari”pihak ‘manapun, “tersedia dokumen-dokumen di dua tempat untuk
GHagealangiiyal 7o o O S or o FRALENER

_ Dalam Perairan 15 15/1975 memang tidak terdapat ketentuan, bagai-
mana jika rakyat'tetap menolak keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur,

berdasarkan pasal 8. Dari adanya dua acara yang disediakan, yaitu acara pem-
bebasan tanah dan pencabutan hak , dapat kita simpulkan alternatif-alternatit
apa yang ada. Proyek dibatalkan atau pelaksanaannya diusahakan dilokasi
Iain. Atau jika syarat-syaratnya untuk ity dipenuhi, ditempuh acara pencabut-
an hak. TooRA e e S S = D o :
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: Kebohongsn Ej';ng tertulis deﬁgén_.ﬁn'tﬁ tskkan dap,sf _rﬁgﬁyzﬁjbu@ﬁlfm .4
 kebenaran ysag dilukis dengan darah. B |

4: Df _ bawak Ipémefgf}ztbh:@n‘ .brang-prang'_ besar, pena lebih. berl{quaf;, _
 daripada pedang. ' R
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